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(CPL)

Capaian Pembelajaran Lulusan

CPL 1= Mampu menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan,

nasionalisme, profesionalisme dan kepemimpinan
CPL 2 = Mampu menganalisis dan menerapkan hukum positif pada permasalahan hukum bisnis dengan memperhatikan

perkembangan bisnis di era digital dan global
CPL 5 = Mampu menerapkan teori hukum, hukum materiil dan hukum formil dalam bidang hukum bisnis dengan memperhatikan

bisnis di era digital dan global.

Kuliah
(CPMK)

Capaian Pembelajaran Mata 1. Mampu memahami dan menjelaskan dengan benar mengenai hukum Keuangan Negara
2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah bidang hukum

3. Mampu memahami dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan hukum Keuangan Negara
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Korelasi CMPK Terhadap Sub-CPMK

Sub CPMK

CPMK

10

Sub-CPMK1

Sub-CPMK2

Sub-CPMK3

Sub-CPMK4

Sub-CPMKS5

Sub-CPMK6

Deskripsi Singkat Matakuliah

Mata kuliah Hukum Keuangan Negara ini mempelajari berbagai teori dari pengelolaan keuangan negara dan segala
ketentuan yang berkaitan dengan keuangan negara sebagai instrumen dalam meningkatkan pembangunan nasional didalam
sistem hukum yang berorientasi pada otonomi daerah di Indonesia, serta pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh pejabat
negara yang berwenang terhadap pembangunan nasional sebagai wujud dari tujuan negara sebagaimana yang ditentukan
dalam konstitusi guna menciptakan kesejahteraan masyarakat sampai kepada penyelesaian hukum keuangan negara melalui
peradilan manakala terjadi penyalah gunaan wewenang dalam pengelolaannya.

Bahan Kajian / Materi
Pembelajaran

©CoNoRA~WDNE

Pemahaman Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara

APBN

Pengawasan Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara
Defisit APBN

Inflasi APBN

Pinjaman Luar Negeri

Sanksi dalam hukum keuangan negara

. Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Lembaga Independen

Reformasi Keuangan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pemerintahan
Kasus-kasus berkaitan Penyalahgunaan Keuangan Negara
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Pustaka Buku Utama
Sutedi, Adrian. Hukum Keuangan Negara. Cetakan 4. Sinar Grafika, 2019.
Pendukung
1. Undang-Undang Republik Indonesia terkait Keuangan Negara.
2. Peraturan Pemerintah dan regulasi lainnya yang relevan.
Mata Kuliah Syarat
Mingg Sub-CPMK Bahan Kajian Bentuk dan Metode Waktu Penilaian
u ke - | (Kemampuan akhir |(Materi Pembelajaran) Pembelajaran (menit)
tap tahapan belajar) (Media dan Sumber Kriteria dan Indikator Bobot
1 0
Belajar) Bentuk (*o)
Kriteria:
1. Ketepatan
mengidentifikasi | 1 nenguraikan
Pemahaman Keuangan 1 Kuliah ) gaterl identitas,
Negara  Nickiici - Respon sasaran  belajar
1 J 2. Diskusi mahasiswa dan  deskripsi
Mampu menjelaskan 1. Pengertian keaungan 3. Mahasiswa mencari tentang materi matakuliah
tentang pemahaman Negara bahan pustaka sebagai yang diberikan 2 Respon 10%
keuangan negara 2. Ruang lingkup bahan penunjang Keaktifan ' hp .
; perkuliahan mahasiswa dalam manasiswa .
3. Fungsi keuangan berdiskusi tentang materi
Negara . yang diberikan
Bentuk: 3. Etika
1. Meringkas '
materi kuliah
2. Partisipasi
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Landasan Hukum

Kriteria:
Keuangan Negara 1 Rubrik 1. Ketepatan_
1. Latar Belakang 2 Keaktifan memahami
- Landasan hukum
M pembentukan mahasiswa
ampu ) dalam keuangan Negara
mengidentifikasi Undang-undang 1. Kuliah Sedcsxds” berdiskusi 2. Kemampuan 5ot
Landasan Hukum No 17 Tahun 2003 2. Diskusi menjelaskan ’
Keuangan Negara 2. Kedudukan Bentuk materi yang
keuangan negara Meringkas materi diberikan
3. Prospek hukum kuliah 3. Kedisiplinan  dan
keuangan negara sopan santun
Pengelolaan
Keuangan Negara
1. Pengelolaan 1. Ketepatan
keuangan  negara 1 Kuligh memahami
dan upaya - Rulia status personal
MamP“ o baik Pay 2. Diskusi 2. Respon
mengidentifikasi perbatkannya : e
pengelolaan 2. Yuridikasi kerugian ) 2sksx45” | Status Personal mahasiswa 59
Tugas 1: tentang materi

Keuangan Negara

keuangan negara dan
lembaga yang
berwenang

3.Peran DPR dalam
sistem perencanaan

anggaran

Menganalisis pengelolaan
keuangan negara

yang diberikan

3. Kedisiplinan
dan sopan
santun
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APBN

Kriteria:

1. Ketepatan

1. Pengertian APBN ; E‘ég{(it'i‘fan menjelaskan
2. Perencanaan dan " mahasiswa sejarah poltik
hukum
Mampu penggaran APBN 1 Kuliah dalam ketenagakerja
memahami dan pasca UUD No.17 T . berdiskusi an di
2. Diskusi 2sksx45 . . 5%
menelaah tahun 2003 indonesia
mengenai APBN Bentuk : 2. Kemampuan
3. Pengelolaan Ringkasan menjelaskan
APBN dalam mengenai APBN materi  yang
sistem manajemen diberikan
keuangan negara 3. Etika
Pengawasan Keuangan Kriteria:
negara 1. Rubrik 1. Kete_patan
. 2. Keaktifan menjelaskan
1.Pengertian dan ruang mahasiswa renvoi/penunjuk
Mampu memahami lingkup pengawasan 1.Kuliah dalam an kembali
dan menelaah 2. Pengawasan dan 2.Diskusi ksxdS” berdiskusi 2. Respon 109
mengenal pertanggungjawaban 3.Studi Kasus SKSXT IBentuk mahasiswa °
Pengawasan _ Ringkasan tentang materi
Keuangan negara 3. Mekanisme mengenai yang diberikan
pengawasan keuangan pengawasan 3. Kedisiplinan
negara keuangan dan sopan
negara santun
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Pemeriksaan keuangan

negara Kriteria 1. Ketepatan
_ 1. Fungsi dan Tugas 1. Rubrik menjelaskan
Mampu menguasal Badan Pemeriksa 1. Kuliah 2. Keaktifan Pemeriksaan
gzr:nr::g 222ml Keuangan (BPK) 2. Presentasi 2sksx45” EL?’Z?;L?JV:? dalam , Eeuangan_ Negara 10%
KeUangan nogara 2.Undang-undang 3. Diskusi, tanya jawab - Fenyesuaian
pemberantasan tindak Bentuk: Ketepatan dalam
pidana korupsi Soal Esay menjawab kuis
Defisit APBN o
. Kriteria
1. Pengertian dan ruang 1. Rubrik
lingkup defisit 2. Keaktifan 1. Ketepatan
2. Sebab-sebab 1 Kuliah mahasiswa menjelaskan
Mampu menguasai terjadinya defisit 2' Diskusi dalar_n _ Defisit APBN
dan memahami Anggaran negara 3 Studi Kasus 2sksx45” berdiskusi 2. ReSpon mahaS|SW3: 5%
tentang Defisit APBN 3. Dampak defisit tentang  materi
terhadap ekonomi Ben_tuk: yang diberikan
makro ngkasap 3.Etika
X B mengenai
4. Pembiayaan defisit Defisit APBN
anggaran

UJIAN TENGAH SEMESTER
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Kriteria: 1. Ketepatan
) 1. Rubrik menjelaskan
Inflasi APBN 2 Keaktifan Inflasi APBN
Mampu 1.Pengertian |nfla§| mahasiswa 2. Kemampuan
9 mengemukakan dan 2.Penyebab terjadinya 1. Kuliah: dalam analisis
memahami inflasi 2. Diskusi; 2sksx45” berdlsku.3| 3. Etika 5%
mengenai Inflasi 3. Dampak inflasi 3. Studi Kasus Bentuk :
APBN 4.Upaya mengatasi dan Ringkasan
-Upay gatasi dan mengenai
pengendalian inflasi penyelundupa
n hukum
Kriteria:
1. Rubrik 1. Ketepatan
Pinjaman Luar Negeri 2. Keaktifan menjelaskan
M 1. Pinjaman Luar negeri mahasiswa tentang
an.WpIu « menurut UUD 1945 _ dalam Pinjaman Luar
10 ;ne:ue ast.arj 2. Pinjaman luar negeri 1 K!Jll'(ah_ kxdS” berdiskusi Negeri 0%
e.n.ang injauan dalam perspekif 2. Dis usi sksx: . 2. Kemampuan (o
Pinjaman Luar . 1. Studi Kasus Bentuk : analisis
Negeri ekonomi Ringkasan 3 Kedisiplinan
Peran Bappenas dalam mengenai ' q P
pinjaman luar negeri Tinjauan a1 sopan
pinjaman luar santun
negeri
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Kriteria:
Sanksi dalam Hukum 1. Rubrik Ketepatan
1 Mampu Keuangan Negara 2. Keaktifan {ne?lemﬂ(anh
. . L i entan a
menjelaskan 1. Sanksi Administratif 1.Kuliah mahasiswa guLp
. . : . dalam Kemampuan
tentang Sanksi dan Pidana dalam 2. Dlsk_uS| 2sksx45” berdiskusi analisis 10%
dalam Hukum Kasus Penyalahgunaan 3.Studi Kasus Kedisiplinan
Keuangan Negara Keuangan Negara Bentuk : dan sopan
Ringkasan santun
mengenai Upah
: S Ketepatan
Mampu Pemeriksaan Keuangan Krlterla_. menjelaskan
" Negara oleh Lembaga 1. Rubrik tentan
mengemukakan 2. Keaktifan g
dan memahami Independen ' hasi Pemeriksaan
tentan 1. Prosedur Pemeriksaan | 1.Kuliah gﬁar"ﬁ's""a Keuangan
p 9k oleh Auditor 2.Diskusi 2sksx45” berdiskusi Negara oleh 5%
Keme“ Saall\rl] independen 3.Studi Kasus Lembaga
oIZEaEgrannb a e:]ara 2.Prosedur Pemeriksaan Bentuk - Independen
Inde endeng Lembaga Non- Kuis-2: Soal Esay Ketepatan
P Pemerintah dalam _
menjawab kuis
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1. Menjelaskan

Kriteria: dan S
. 1. Rubrik mengidentifikasi
Reformasi Keuangan - RUDrix Reformasi
13 Negara 2. Keaktifanmaha
; siswa dalam Keuangan
Mampu menguasai 1. Upaya dalam 1. Kuliah: berdiskusi Negara
dan menganalisis Reformasi Keuangan | 5" .o o 25ksx45” | Bentuk - 2. Respon 5%
Reformasi Keuangan Publik 3. Studi Kasus : : mahasiswa
Negara 2. Tantangan dalam ' Ringkasan tentang materi
Refo.rma5| Keuangan mengenal_ yang diberikan
Publik Reformasi 3. Kedisiplinan
Keuangan Negara dan sopan
santun
14 I
Kriteria: 1. Ketepatan
1. Rubrik menjelaskan dan
Korupsi, kolusi dan 2. Keaktifan mengid_entifikgsi
nepotisme dalam mahasiswa korupsi, kolusi
Mampu menguasai pemerintahan dalam dan nepotisme
" : berdiskusi dalam
dan menganalisis 1. Pencegahan 1. Kuliah; pemerintahan
korup.si, kolusi dan Korupsi, |.(0|USI 2. Diskusi 2sksx45” Bentuk - 2. Respon 5%
nepotisme dalam dan nepotisme Ringkasan mahasiswa
pemerintahan dalam mengenai tentang materi
pemerintahan korupsi,  kolusi yang diberikan
dan nepotisme 3. Kedisiplinan
dalam dan sopan
pemerintahan santun
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15 Kriteria:
1. Rubrik 1. Ketepatan
2. Keaktifan menjelaskan
1. Kuliah; mahasiswa dan
Mampu menguasai 2. Diskusi; dalam berdiskusi mengidentifik
i 3. Studi Kasus askasus-kasus
dan menganalisis
Kasus-kasus dalam . penyalahguna
kasus-kasus Bentuk :
. Penyalahgunaan Bentuk : 2sksx45” ; an keuangan 10%
berkaitan o Ringkasan
lah Keuangan Negara Mengidentifikasi kasus mengenai negara _
Penyalahgunaan penyalahgunaan keuangan kasus-kasus 2. Respon mahasiswa
Keuangan Negara negara dalam satu makalah tentang materi
penyalahguna diberik
lengkap an keuangan 3)}/<an§]_ ! I?“ ag
negara .Kedisiplinan dan
sopan santun
16 . .
Ujian Akhir Semester
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